
              

 
 
                                                                         

 
BUPATI KOTABARU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 20 TAHUN  2013    

TENTANG 
 

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOTABARU, 
 

Menimbang :  a. bahwa setiap individu yang mampu mengenal dan 
memahami aksara akan dapat meningkatkan kualitas 
hidupnya dan akan memahami pula pentingnya 
pendidikan bagi generasinya seiring dengan tuntutan 
jaman dan perkembangannya; 

  b. bahwa ketidakmampuan mengenal aksara atau buta 
aksara dapat mengakibatkan seseorang atau 
sekelompok orang menjadi miskin, bodoh dan 
terkebelakang dalam hubungan sosial dan 
berimplikasi pada lambannya kemajuan daerah dalam 
pembangunan; 

  c.  bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28C 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia maka setiap orang berhak mendapatkan 
pendidikan keaksaraan untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya melalui Gerakan Nasional Pemberantasan 
Buta Aksara;  

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Kotabaru; 

 
Mengingat :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
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3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

4.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

8.   Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan 
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan 
Buta Aksara; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 
1991 Nomor 02); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2007 Nomor 19); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 
Tahun  2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 04); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 
Tahun  2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata kerja  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 
Tahun  2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata kerja  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2011 Nomor 17); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA 
AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kotabaru. 

5.  Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. 
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6.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Kotabaru. 

7.  Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan 
penduduk Kabupaten Kotabaru yang dapat membaca 
dan menulis aksara. 

8.  Aksara Al-Qur’an adalah huruf-huruf beserta tanda 
baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an. 

9.  Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka 
yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

10. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau 
usaha yang terencana dan sistematis untuk 
membebaskan wilayah Kabupaten Kotabaru dari 
kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih 
menyandang sebagai buta aksara. 

11. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga 
masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat 
membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia 
dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya. 

12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kotabaru yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten 
Kotabaru adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Maksud dari diadakannya gerakan pemberantasan buta 
aksara adalah mengentaskan masyarakat dari kebodohan, 
kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. 
 

Pasal 3 

Tujuan diadakannya gerakan pembebasan buta aksara di 
daerah meliputi : 

a.  membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan 
masyarakat; 

b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk 
semua (education for all); 

c. meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk 
membaca dan menulis serta berhitung; dan 

d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. 
 


